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Abstract 
To accelerate the reduction of stunting in Indonesia, collaborative governance involving 
stakeholders, as outlined in Presidential Regulation No. 72 of 2021, is essential. This 
study aims to explore the progress of research on collaborative governance in stunting 
reduction programs, examine the dynamics, processes, and models of collaborative 
governance, and assess the implementation of convergence actions. The research 
method used is a systematic literature review. A total of 19 articles met the inclusion and 
exclusion criteria, published between 2020-2024, covering research from the village to 
district levels, authored by 1-5 researchers. The findings indicate that while the 
dynamics and processes of collaborative governance have been effective in some areas, 
they remain less effective in others. Similarly, the involvement of Penta helix actors 
varies, with some regions engaging them effectively, while others are less optimal. The 
implementation of convergence actions has successfully involved Penta helix actors in 
some regions, but further management is needed in others. Facilitated leadership and 
enhanced regional capacity are required to strengthen the dynamics, processes, and 
Penta helix involvement in supporting the acceleration of stunting reduction. 
 
Abstrak 
Dalam rangka percepatan penurunan tengkes/stunting, Indonesia diharapkan melakukan 
collaborative governance dengan pemangku kepentingan yang telah diatur dalam 
Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana 
perkembangan riset collaborative governance dalam program penurunan stunting, 
bagaimana dinamika, proses dan model collaborative governance dan bagaimana 
pelaksanaan aksi konvergensi. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic 
literature review. Dari penelusuran literatur yang dilakukan didapatkan 19 artikel yang 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel tersebut dipublikasikan antara tahun 
2020-2024 dan scope penelitian dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten serta penulis 
artikel antara 1-5 orang. Dinamika dan proses collaborative governance ada yang sudah 
berjalan dengan baik namun ada yang belum efektif, demikian juga pelibatan pentahelix 
ada yang sudah baik namun ada yang belum optimal. Pelaksanaan aksi konvergensi di 
sebagian daerah sudah melibatkan aktor pentahelix, namun di sebagian daerah lainnya 
masih perlu dikelola. Diperlukan kepemimpinan yang fasilitatif dan peningkatan 
kapasitas daerah untuk mendorong dinamika, proses collaborative governance dan 
pelibatan pentahelix untuk mendukung percepatan penurunan stunting. 
Kata kunci: Collaborative Governance, Stunting, Indonesia 
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1. PENDAHULUAN [HEADING 1] 

Menurut UNICEF/WHO/World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates tahun 
2023 prevalensi stunting balita Indonesia mencapai: 31% yang berarti stunting masih menjadi 
masalah kesehatan masyarakat yang sangat tinggi atau sangat serius. Angka ini lebih tinggi 
dari Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023: 21,5% yang masih tergolong tinggi 
menurut standar WHO. Sejak tahun 2019, Indonesia telah melakukan Survei Status Gizi 
(SSGI) untuk mengetahui perkembangan prevalensi stunting, dengan hasil menunjukkan 
penurunan dari 27,7% pada 2019, menjadi 24,4% pada 2021, dan 21,6% pada 2022. Meski 
telah terjadi penurunan, angka ini masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024 sesuai 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Stunting tidak hanya 
tinggi pada balita, tetapi juga pada bayi di bawah dua tahun (baduta), yang merupakan periode 
kritis untuk pertumbuhan otak dan sistem kekebalan tubuh. Diperkirakan 20,1% anak di bawah 
usia dua tahun mengalami stunting(Laksono et al., 2022).   

Percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus Pemerintah Indonesia dalam 
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 (RPJMN, 
2020). Pemerintah memperkirakan biaya penurunan stunting mencapai 2%-3% dari produk 
domestik bruto (PDB) (Asmara, 2023). Komitmen ini ditunjukkan melalui alokasi sumber daya 
yang signifikan, termasuk sekitar Rp51,9 triliun (USD3,9 miliar) untuk mengintegrasikan 
intervensi prioritas di berbagai sector (World Bank, 2020). Bank Dunia juga mendukung 
Indonesia dengan bantuan dana sekitar USD3,9 miliar per tahun pada 2021-2022 untuk 
mengatasi stunting, dengan rekomendasi agar Indonesia membelanjakan lebih banyak dana 
untuk intervensi terkait stunting dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada 
(World Bank, 2022).  

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
percepatan penurunan stunting, yang mencakup Strategi Nasional Percepatan Pencegahan 
Stunting. Strategi ini melibatkan 19 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dari 
tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gizi 
buruk, sanitasi yang kurang memadai, kualitas air minum yang buruk, dan praktik pemberian 
makan yang tidak tepat, yang melibatkan sektor kesehatan, sanitasi, pertanian, dan pendidikan 
(Black et al., 2013). Pemerintah juga mendorong komitmen di tingkat kabupaten untuk 
mengurangi stunting (Nutrition for Growth, 2023).  

Strategi Nasional Pengurangan Stunting di Indonesia mencakup lima pilar. Pilar 
pertama adalah penguatan komitmen dan visi kepemimpinan, yang melibatkan komitmen 
semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
lembaga akademis, dan dunia usaha,dan media untuk mengurangi stunting (World Bank 
2020;Nutrition for Growth 2023) . Pilar kedua adalah peningkatan perubahan perilaku dan 
kesadaran masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 
praktik gizi dan kebersihan yang baik (World Bank, 2020). Pilar ketiga adalah peningkatan 
konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat nasional, regional, dan kabupaten, yang 
melibatkan pengintegrasian upaya penurunan stunting ke dalam kerangka kebijakan (Nutrition 
for Growth, 2023; World Bank, 2020). Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan 
dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan 
anak, untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan yang mereka butuhkan 
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(Siswati et al., 2022). Pilar kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, 
informasi, riset dan inovasi untuk meningkatkan gizi, termasuk mempromosikan ASI eksklusif, 
meningkatkan praktik pemberian makanan pendamping ASI, dan meningkatkan akses terhadap 
makanan bergizi (Palupi et al., 2022; Siswati et al., 2022).  

Collaborative governance dianggap efektif dalam mengurangi stunting di Indonesia, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting. Prevalensi stunting di Indonesia tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 
masalah gizi lainnya (World Bank, 2020). Studi merekomendasikan keterlibatan semua 
pemangku kepentingan, termasuk LSM, akademisi, media dan dunia usaha, dalam upaya 
penurunan stunting melalui pendekatan multisektor. Pendekatan ini menekankan kerjasama 
antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Namun, peran pemangku kepentingan 
belum optimal, sehingga perlu diperjelas agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
Universitas, didukung oleh akademisi dan mahasiswa, berperan penting sebagai fasilitator 
dalam kajian ilmiah dan edukasi masyarakat terkait stunting (Sumanti, 2024). Pendekatan ini 
mengedepankan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam 
pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008). 

Berdasarkan pemahaman di atas, dilakukan penelitian menggunakan pendekatan 
systematic literature review untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan riset dan 
mengetahui dinamika, proses, dan model collaborative governance serta aksi konvergensi 
dalam penurunan stunting di Indonesia. Dalam melakukan systematic literature review, perlu 
dilakukan pencarian literatur yang komprehensif dan terstruktur untuk mengidentifikasi 
penelitian-penelitian terkait collaborative governance dalam penurunan stunting di Indonesia. 
Dari hasil pencarian literatur tersebut, dapat dilakukan analisis dan sintesis terhadap temuan-
temuan yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas collaborative governance dalam 
penurunan stunting di Indonesia.  Pertanyaan pertama penelitian adalah bagaimana 
perkembangan riset mengenai collaborative governance dalam penurunan stunting di 
Indonesia? Sementara pertanyaan kedua adalah apa temuan tentang collaborative governance 
(dinamika, proses dan peran pentahelix) dalam penurunan stunting? Pertanyaan ketiga adalah 
bagaimana pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting?  
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang tidak 
sesuai dengan usianya. Menurut (WHO, 2013), stunting diukur berdasarkan tinggi/panjang 
badan menurut umur, di mana tinggi badan anak tidak mencapai standar yang ditetapkan 
(minus/- 2 Standard Deviasi) untuk usianya. Stunting dianggap sebagai masalah gizi kronis 
yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang dan/atau seringnya terjadi 
infeksi (Torlesse et al. 2016).  Stunting disebabkan oleh faktor multidimensional, termasuk gizi 
buruk, sanitasi yang tidak memadai, kualitas air minum yang buruk, dan praktik pemberian 
makan yang tidak tepat. Faktor-faktor ini melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, air dan 
sanitasi, pertanian, dan pendidikan (Black et al., 2013). Kerangka kerja konseptual WHO 
tentang stunting pada Anak menjelaskan bahwa stunting disebabkan oleh kombinasi yang 
kompleks antara variabel keluarga, lingkungan, sosial, dan budaya (Laksono et al., 2022). 
Penyebab stunting memiliki banyak aspek dan kompleks, yang terdiri dari nutrisi, kurangnya 
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pengetahuan, akses ke layanan kesehatan, kesehatan ibu, dan faktor lainnya (Woodhouse, 
2021).   

Di Indonesia, stunting pada anak berkaitan dengan praktik pengasuhan yang buruk, 
sanitasi dan pasokan air yang tidak memadai, sistem pangan, layanan kesehatan, serta 
infrastruktur air dan sanitasi. Anak-anak yang lahir prematur, dari masyarakat miskin di 
perkotaan dan khususnya pedesaan, dan anak laki-laki sangat rentan terhadap stunting (Beal et 
al., 2018).  Stunting berdampak jangka pendek dan panjang pada kesehatan dan perkembangan 
anak. Dampak ini mencakup penurunan kemampuan kognitif, daya tahan tubuh yang rendah, 
produktifitas rendah, postur tubuh tidak optimal, peningkatan biaya kesehatan dan risiko 
terkena penyakit degeneratif di masa dewasa (WHO, 2013). Prevalensi stunting di Indonesia 
adalah 36,8% pada tahun 2007 dan 36,4% pada tahun 2017 (Laksono et al., 2022; Torlesse et 
al., 2016). Kekurangan gizi dan seringnya infeksi di awal kehidupan telah menjadi masalah 
yang terus berlanjut di Indonesia selama beberapa dekade (World Bank, 2022). 
Di Indonesia, beberapa intervensi pencegahan stunting telah dilakukan. Intervensi 
spesifik yang langsung mengatasi penyebab stunting meliputi asupan makanan, infeksi, status 
gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi (Kemenko PMK, 2022). Selain itu, intervensi 
pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi juga diperlukan (Kemenko PMK, 2022). 
Intervensi spesifik sebelum dan saat kehamilan sseperti pemenuhan asupan gizi ibu dengan 
makanan bergizi dan suplemen zat besi, sangat penting untuk pencegahan stunting (Kemenkes 
RI, 2022). 

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa beberapa intervensi telah berhasil 
menurunkan stunting pada balita, antara lain intervensi gizi, aksi konvergensi, kesehatan ibu 
dan anak, dan intervensi sosial dan ekonomi. Intervensi gizi, seperti promosi ASI Eksklusif, 
peningkatan praktik pemberian makanan pendamping ASI, dan pemberian suplemen gizi, 
terbukti efektif dalam menurunkan stunting pada anak balita di Indonesia (Rosha et al. 2016). 
Sebuah studi di kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menemukan bahwa aksi konvergensi 
yang melibatkan kerjasama beberapa sektor dan pemangku kepentingan efektif untuk 
menurunkan stunting pada balita (Gani, 2020). Peningkatan kesehatan ibu dan anak, termasuk 
ante natal care, imunisasi dan peningkatan pelayanan Kesehatan, juga efektif dalam 
menurunkan stunting (Rosha et al. 2016).  Faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, 
kurangnya edukasi, dan rendahnya praktik sanitasi dan hygiene, juga berkontribusi terhadap 
penurunan stunting (Aida, 2019; Ibrahim et al., 2015). Di Desa Winduaji, Brebes, program 
penanggulangan stunting yang dilakukan oleh pemerintah setempat melibatkan pembentukan 
tim pendamping keluarga (TPK), Rumah Desa Sehat (RDS) dan Community Feeding Center 
(CFC). Pemerintah mengupayakan efektifitas pelaksanaan program melalui pendekatan 
intervensi gizi terpadu, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan keluarga 
berisiko (Sutikno & Naufal, 2023). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) atau 
kajian pustaka sistematis, sebagai metodologi, merangkum proses untuk mengumpulkan, 
mengatur dan menilai literatur yang ada dalam domain kajian yaitu assembling, arranging dan 
assessing (Winarno et al., 2023). SLR dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 
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menginterpretasi semua literatur yang tersedia dan relevan terkait pertanyaan penelitian atau 
domain yang diminati (Kitchenham, 2004, 2007; Petersen et al., 2008). Alasan paling umum 
dalam melakukan SLR adalah: pertama, untuk menyimpulkan bukti-bukti yang sudah ada 
tentang topik tersebut; kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada 
(Rizal et al. 2022).  

SLR diterapkan untuk menggambarkan jenis kegiatan penelitian yang telah dilakukan 
dalam penelitian ini. SLR menjelaskan penelitian secara umum dan memetakan penelitian 
daripada mengamati pertanyaan penelitian secara rinci (Petersen et al., 2008). Dengan kata lain, 
SLR dapat dianggap sebagai metode untuk mendapatkan deskripsi umum mengenai suatu area 
penelitian tertentu (Kitchenham et al., 2004) karena penelitian SLR menggali informasi secara 
mendalam (Brereton et al. 2007). Untuk meningkatkan akurasi dalam studi SLR, proses 
pencarian dan analisis harus seakurat mungkin. Oleh karena itu, bagian ini mencakup proses 
pemilihan sumber data, implementasi strategi untuk membuat kata kunci pencarian, dan 
menentukan kriteria pengecualian dan inklusi. Penelitian ini mengadopsi proses pencarian dari 
studi Petersen et al. (2008).  

Dalam proses ini, setiap langkah memiliki hasil, dan pemetaan sistematis adalah hasil 
akhir dari proses pemetaan. Pada diagram 1, penulis menggambarkan proses SLR yang 
digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan dan 
mengikuti petunjuk dari Kitchenham (2004) dan Petersen et al. (2008). Penulis melakukan 
pencarian daring dari basis data elektronik terindeks Scopus. Scopus adalah database literatur 
yang terdiri dari abstrak dan artikel jurnal akademik internasional terkemuka yang memenuhi 
kriteria Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Republik Indonesia dengan kata kunci 
“collaborative governance” AND stunting dan diperoleh 4 artikel. Dikarenakan minimnya 
literatur terkait dalam scopus maka pencarian juga dilakukan di “google scholar” dengan kata 
kunci yang sama. Ditemukan 1.110 artikel yang teregister namun hanya 1.080 yang ada dalam 
database terkait Ilmu Sosial. Semua artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa 
Inggris. Selanjutnya 966 artikel dikeluarkan melalui identifikasi judul dimana 426 berasal dari 
negara lain, 349 artikel tidak terkait dengan stunting dan 191 artikel bukan tentang 
collaborative governance sehingga diperoleh 114 artikel untuk disaring. Semua artikel sudah 
bersifat final dan merupakan hasil studi empiris. 

Penyaringan dilakukan dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama membuang 
prosiding, buku, artikel tesis dan artikel skripsi sebanyak 53 artikel dan tahap kedua 
mengeluarkan artikel yang tidak terindeks Scopus dan Sinta sebanyak 41 artikel dan artikel 
berbentuk literature review sebanyak 1 artikel. Jumlah artikel yang memenuhi kriteria dan 
dimasukkan dalam SLR sebanyak 19 artikel dimana 5 terindeks Q1 dan Q4 Scopus dan 15 
terindeks Sinta 2 sampai Sinta 5 dan abstrak artikel sesuai dengan yang diharapkan terkait 
collaborative governance dalam penurunan stunting. 
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Gambar 2. Diagram Modifikasi Prisma Penelusuran Literatur 
Keterangan gambar: CGS adalah “collaborative governance” AND stunting 
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4. HASIL & PEEMBAHASAN  

 
4.1     Riset Collaborative Governance di Indonesia 

 

Ada 19 artikel tentang riset collaborative governance yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi. Berdasarkan tahun terbit, kebanyakan artikel terbit di tahun 2023: 11 artikel (57,9%), 
disusul terbitan tahun 2024: 3 artikel (15,8%), kemudian tahun 2021 dan tahun 2022 masing-
masing: 2 artikel (10,5%) dan yang paling sedikit tahun 2020: 1 artikel (5,3%). 

 
Gambar 3. Jumlah dan Persentase Artikel Berdasarkan Tahun Terbit 

 
Dari analisis scope wilayah penelitian artikel sebagian besar: 15 artikel (78,9%) di tingkat 
kabupaten/kota, menyusul 3 artikel (15,8%) di tingkat desa/kelurahan, dan Puskesmas/kecamatan: 1 
artikel (5,3%). 
 

 
Gambar 4. Jumlah dan Persentase Scope Wilayah Penelitian dari Artikel 

 
Analisis jumlah author (penulis) menunjukkan sebagian besar penulis artikel 2 orang: 8 artikel 
(42,1%), disusul penulis 4 orang: 4 artikel (21,1%), kemudian penulis 3 orang: 3 artikel 
(15,8%) dan terakhir penulis 2 orang dan 5 orang masing-masing: 2 artikel (10,5%).   
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Gambar 5. Jumlah dan Persentase Author/s (Penulis) Artikel 

 
Berdasarkan analisis banyaknya sitasi artikel mayoritas artikel tidak ada (nol/0) sitasi: 8 artikel 
(42,1%), 2 sitasi: 4 artikel (21,1%), 1 sitasi: 3 artikel (15,8%), kemudian 7 sitasi, 8 sitasi, 11 
sitasi masing-masing 1 artikel (5,3%). 

 
Gambar 6. Jumlah dan Persentase Sitasi Artikel 
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2021). Namun, dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) masih terfokus pada program 
masing-masing, sehingga keberhasilan program bersama sulit dipantau (Candarmaweni & 
Rahayu, 2020). Di Sleman, keterlibatan banyak stakeholder, seperti Dinas Kesehatan, 
Puskesmas, Pemerintah Desa, dan Posyandu, telah terbentuk forum diskusi di tingkat 
kecamatan, desa, dan puskesmas, namun forum di tingkat daerah belum terbentuk (Sukanti & 
Faidati, 2021). Motivasi bersama dicapai melalui kesepahaman tugas dan wewenang masing-
masing stakeholder, serta adanya visi, misi, dan komitmen yang sama. Kepercayaan dibangun 
melalui rapat monitoring, pelatihan, dan penyuluhan. Sektor swasta di Pandeglang juga terlibat 
aktif, memberikan dampak positif melalui penyuluhan dan pelatihan (Candarmaweni & 
Rahayu, 2020). 

Kapasitas aksi bersama di Sleman didukung oleh peraturan yang jelas dan 
kepemimpinan yang baik. Informasi terkait stunting disebarkan melalui berbagai media, dan 
beberapa inovasi telah dilakukan dalam program penanggulangan stunting, seperti Getar 
Thala, Gambang Stunting, PANdu TEMan, dan Pecah Ranting (Sukanti & Faidati, 2021). Di 
Pandeglang, program manajemen stunting di OPD lebih fokus pada desa, namun koordinasi 
dan pengetahuan antara stakeholder masih perlu ditingkatkan (Candarmaweni & Rahayu, 
2020). Di Banyumas, pemerintah menyediakan ruang interaksi bagi semua pihak dan 
menerapkan gaya kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap saran (Saputra & 
Kurniasih, 2023). Desain kelembagaan yang kolaboratif di Banyumas dilakukan secara 
transparan, dengan koordinasi yang dimulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga 
kabupaten (Saputra & Kurniasih, 2023). Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh faktor 
pendukung seperti sumber daya manusia dan anggaran, serta faktor penghambat seperti 
penolakan masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak sehat (Sukanti & Faidati, 2021). 

4.3    Model Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting 
 

Analisis hubungan antar aktor di tingkat kabupaten mengungkap beberapa temuan 
penting. Pertama, Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengaruh terbesar dalam penanganan 
stunting, dengan skor matriks pengaruh langsung sebesar 151, memastikan ketersediaan 
fasilitas penunjang program. Sebaliknya, perguruan tinggi memiliki pengaruh terendah dan 
berperan sebagai pemberi masukan kebijakan di tingkat kabupaten. Kedua, Bappeda, Dinas 
Kesehatan, dan BKKBN menunjukkan ketergantungan tinggi, dengan skor masing-masing 
154, 153, dan 153, menjadikan mereka aktor kunci dalam menentukan kebijakan 
penanggulangan stunting. Ketiga, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Badan Keluarga Berencana 
memiliki konvergensi kuat, menunjukkan keselarasan kepentingan dan respons terhadap tujuan 
yang ditetapkan. Keempat, perguruan tinggi menunjukkan divergensi kuat karena perbedaan 
kepentingan dibandingkan aktor lainnya.  

Kelima, ambivalensi tinggi perguruan tinggi harus menjadi pertimbangan Bappeda 
dalam merancang pola kerja sama. Keenam, wawancara dengan kelembagaan daerah dan 
perguruan tinggi menunjukkan bahwa peran mereka dalam penanganan stunting di Kabupaten 
Sumedang secara keseluruhan sangat baik (Hermawan et al., 2023). Di Kabupaten Garut, 
analisis stakeholder menunjukkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati memiliki kepentingan dan 
pengaruh terbesar terhadap keberhasilan program. Perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, 
Bappeda, DPMD, Dinas PPKBP3A, dan PUPR memiliki kepentingan tinggi (kuadran II), 
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sementara perangkat daerah provinsi dan kabupaten lainnya berada di kuadran III (kategori 
sedang). Selain itu, tingkat kecamatan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan kader juga 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program (Ipa et al., 2023). 
Model kolaborasi pentahelix di suatu kabupaten memperlihatkan hubungan kerja sama yang 
baik antara akademisi, bisnis, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media. Dalam kolaborasi 
ini, Bappeda berperan sebagai sektor utama yang mengkoordinasikan unsur-unsur pentahelix 
melalui rapat rutin, baik dalam skala besar maupun kecil. Kelima unsur tersebut menunjukkan 
kontinuitas dan stabilitas dengan menjalankan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-
masing (Putri & Hertati, 2023). 
Perkembangan riset terkait collaborative governance dalam penurunan stunting berkembang 
dalam 4 tahun terkait yaitu dari tahun 2020-2024. Sebenarnya sudah ada 40 riset yang telah 
dipublikasi dalam berbagai jurnal dalam dan luar negeri namun 21 artikel diantaranya tidak 
terindeks baik Scopus maupun Sinta. Riset meningkat pesat di tahun 2023, dua tahun setelah 
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan 
Stunting. Penelitian literature review terkait collaborative governance yang telah dilakukan 
sebelumnya membahas analisis peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan 
penurunan stunting (Sumanti, 2024).  
Hasil penelitian SLR ini menunjukkan bahwa sebagian daerah ada yang sudah baik dinamika 
collaborative governance yang dijalan sementara sebagian masih kurang efektif.  Hal ini sama 
dengan temuan diluar stunting, collaborative governance di program lain telah melibatkan 
pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat, dan meskipun pelaksanaan dimensi 
dan proses collaborative governance sudah berjalan, masih terdapat tantangan dan hambatan. 
Program lain, seperti JakPreneur untuk digitalisasi UMKM, juga memenuhi semua dimensi 
teori Ansell & Gash (2008). Program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi digitalisasi UMKM 
tetapi juga membantu mengembangkan pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah 
usahanya. Namun, penelitian menemukan beberapa kendala, seperti potensi miskomunikasi, 
sosialisasi program yang tidak optimal, dan tingkat penyerapan informasi yang relatif rendah 
di kalangan pelaku UMKM (Katya et al., 2021). 

Desentralisasi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan, terutama dalam 
upaya penurunan stunting. Meskipun komposit inklusivitas yang direkomendasikan oleh badan 
dunia dapat berpotensi kurang kontekstual dan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat, 
Indonesia juga dihadapkan pada ketimpangan antar daerah. Desentralisasi juga mempengaruhi 
daya inovasi pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. Pada desentralisasi gelombang 
kedua, lebih banyak inovasi daerah yang muncul karena pemerintah pusat memberikan ruang 
yang lebih luas dan fleksibel bagi pemerintah daerah untuk berinovasi. Contohnya adalah 
reformasi sistem kesehatan di beberapa daerah yang memungkinkan restrukturisasi organisasi, 
anggaran, sumber daya manusia, kolaborasi, pemberian insentif bagi inovator, serta 
penggunaan sistem informasi, yang semuanya berdampak pada perluasan pelayanan kesehatan 
dan peningkatan kepuasan masyarakat (Holzhacker et al., 2021) 

Di Filipina, upaya pencegahan masalah gizi dilakukan melalui kemitraan antara sektor 
publik dan swasta untuk meningkatkan kapasitas negara dalam penelitian, pembuatan 
kebijakan, dan implementasi program. Pembentukan berbagai lembaga publik yang terlibat 
dalam penelitian dan pembuatan kebijakan menunjukkan pentingnya kemauan politik melalui 
undang-undang. Tugas program gizi mengalami perkembangan dari era ke era. Pada tahun 
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1970-an, tantangan utama adalah terbatasnya data gizi nasional, tenaga kerja, peralatan, dan 
infrastruktur kesehatan. Sebagai respons, lembaga publik dan swasta memperkenalkan undang-
undang survei gizi nasional dan menempatkan pekerja gizi di setiap desa. Saat ini, tantangan 
yang dihadapi melibatkan peningkatan implementasi program kesehatan dalam konteks 
devolusi layanan kesehatan, serta pengumpulan bukti untuk memperkuat strategi suplementasi, 
fortifikasi, menyusui, dan ketahanan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, solusi dan 
kolaborasi multisektoral sangat penting dalam menyediakan bukti dasar untuk perumusan 
kebijakan. Sektor swasta, seperti Pusat Gizi Filipina, berperan sebagai mitra pendukung dalam 
tata kelola yang baik. Akhirnya, pelajaran yang dipetik dari beberapa dekade penerapan 
program gizi nasional, dengan mempertimbangkan perubahan politik dan ekonomi, dirangkum 
sebagai referensi bagi upaya di masa depan (Solon, 2006). 

Di Senegal, para pemangku kepentingan nasional memuji stabilitas politik, rendahnya 
konflik skala besar, pengurangan kemiskinan yang sedang berlangsung, serta pendidikan dan 
pemberdayaan perempuan sebagai faktor yang memfasilitasi perbaikan kekurangan gizi kronis 
pada anak-anak. Pemangku kepentingan regional sependapat, menyoroti efek positif dari 
pengentasan kemiskinan, pendidikan ibu, dan program lainnya, termasuk inisiatif yang 
dipimpin oleh donor dalam upaya penurunan stunting. Mereka juga mencatat peningkatan 
akses ke layanan kesehatan dan praktik kebersihan seperti mencuci tangan. Namun, praktik 
budaya dan kemiskinan masih menjadi hambatan dalam mencapai keragaman pola makan dan 
praktik menyusui eksklusif, meskipun sudah ada rekomendasi dari petugas kesehatan. 
Kelompok diskusi dengan ibu-ibu menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan sangat 
penting untuk ketahanan pangan, yang telah mengalami beberapa peningkatan. Meskipun 
ketersediaan makanan telah meningkat, hal ini masih bergantung pada lokasi geografis dan 
faktor musiman. Tantangan terkait air, sanitasi, dan kebersihan tetap menjadi masalah di tiga 
wilayah dan kelompok umur. Para ibu mencatat peningkatan ketersediaan pos kesehatan, 
dengan sebagian besar ibu telah menerima empat kali kunjungan ante natal care, melahirkan di 
fasilitas kesehatan, memvaksinasi anak-anak mereka, serta mendapatkan edukasi yang 
diberikan kepada mereka (Brar et al., 2020) 

Di Nepal, faktor-faktor yang mendorong penurunan stunting meliputi stabilitas politik, 
peningkatan pendidikan (khususnya bagi perempuan), pemberdayaan perempuan, pengiriman 
uang yang memperbaiki standar hidup dan gizi, pengurangan kemiskinan, serta urbanisasi. Para 
pemangku kepentingan nasional menekankan pentingnya kombinasi inisiatif yang 
menargetkan kesehatan dan nutrisi ibu dan bayi, serta upaya yang lebih luas seperti peningkatan 
akses air dan sanitasi (WASH), pengurangan kemiskinan, dan pendidikan. Faktor-faktor utama 
yang mendukung penurunan stunting mencakup peningkatan akses layanan kesehatan di 
tingkat masyarakat, perbaikan ketahanan pangan dan keragaman makanan melalui perubahan 
praktik pertanian, serta pengurangan infeksi dan penyakit menular (Conway et al., 2020) 

Di tingkat masyarakat, pemangku kepentingan seperti FCHV dan petugas kesehatan 
menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan dari pengiriman uang dan akses layanan 
kesehatan dalam meningkatkan kesehatan anak. Migrasi tenaga kerja laki-laki dan peningkatan 
pendidikan perempuan juga berdampak langsung pada pemberdayaan perempuan, 
memungkinkan mereka mengambil peran kepemimpinan dalam rumah tangga dan 
pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan dan program gizi yang didukung donor serta 
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peningkatan fasilitas kesehatan memainkan peran penting dalam memperbaiki kesehatan ibu, 
bayi baru lahir, dan anak-anak (Conway et al., 2020). 

Ibu-ibu di masyarakat menggarisbawahi pentingnya peningkatan status sosial ekonomi, 
pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dalam menurunkan stunting. Mereka mencatat 
bahwa ketahanan pangan, akses air dan sanitasi, serta layanan kesehatan telah meningkat, 
meskipun tantangan seperti keterpencilan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai 
masih ada. Penyebab langsung yang disebutkan meliputi peningkatan keragaman makanan, 
penurunan insiden penyakit menular, dan rendahnya tingkat kesuburan serta jarak antar 
kelahiran yang lebih lama (Conway et al., 2020). 

Dalam tinjauan terhadap lembaga koordinasi gizi lintas sektoral, seperti Proyek 
Pertanian-Nutrisi-Keunggulan (TANA) di Mozambik, Nigeria, Uganda, dan Ghana, Benson 
dan rekan-rekannya mengevaluasi tiga fungsi utama kerangka kelembagaan: koordinasi lintas 
sektoral, advokasi untuk komitmen politik yang berkelanjutan, dan mobilisasi sumber daya  
(Benson et al., 2004)  (Benson & R, 2004) (Benson, 2007). Evaluasi menunjukkan bahwa unit 
koordinasi gizi lintas sektoral di negara-negara ini kurang efektif, terutama karena kurangnya 
komitmen politik yang berkelanjutan, bukan karena hambatan lintas sektoral. Dengan kata lain, 
koordinasi lintas sektoral menjadi penting hanya jika masalah kekurangan gizi dianggap 
sebagai prioritas politik, yang mendorong tindakan lintas sektor (Harris & Drimie, 2012). 

Pengalaman dari Afrika Selatan dan Peru menunjukkan bahwa kurangnya kemauan 
politik menghambat efektivitas koordinasi lintas sektoral, seperti yang terlihat dalam program 
INP dan IFSS di Afrika Selatan yang dianggap tidak efektif. (Benson, 2008) berpendapat 
bahwa pentingnya narasi kebijakan yang relevan dengan kondisi negara harus 
dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan. Narasi ini, menurut (Benson et al., 2004), adalah 
alat penting, tetapi advokasi perlu menjangkau audiens yang lebih luas di luar mereka yang 
langsung terlibat dalam kegiatan gizi (Harris & Drimie, 2012). Studi-studi tentang pendekatan 
multisektoral untuk mengatasi malnutrisi cenderung deskriptif daripada analitis, tidak secara 
mendalam mengkaji desain atau mekanisme operasional pendekatan ini. Dua studi kasus dari 
Senegal dan Kolombia menantang asumsi umum dan menawarkan panduan tentang kapan dan 
bagaimana bekerja secara multisektoral. Di Senegal, Program Peningkatan Gizi (NEP) berhasil 
menggunakan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai kementerian, donor, dan 
LSM, di bawah pengawasan Unit Koordinasi Pengurangan Malnutrisi yang terkait dengan 
Kantor Perdana Menteri (Harris & Drimie, 2012). 

Kompleksitas dan sifat multisektoral dari malnutrisi memerlukan tindakan lintas 
sektoral yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Pelajaran penting dari tinjauan ini mencakup 
peran advokasi dalam membingkai masalah dalam konteks yang tepat, pentingnya organisasi 
pengaturan yang kredibel untuk memobilisasi sumber daya, dan membangun kapasitas strategis 
untuk mengelola hubungan multisektoral guna meningkatkan hasil gizi (Harris & Drimie, 
2012). Model collaborative governance dengan pendekatan pentahelix (ABCGM) dianggap 
paling komprehensif karena melibatkan lima aktor yang saling mendukung dalam pelaksanaan 
kebijakan penurunan stunting. Meskipun masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda, 
mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, meskipun model 
pentahelix sudah mulai diterapkan di Indonesia, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dan 
ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih besar, tidak hanya sebagai pembuat 
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kebijakan, tetapi juga sebagai koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator dalam upaya 
mencegah dan mengurangi stunting (Sumanti, 2024). 

Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur penanganan stunting, sehingga 
pemerintah daerah dapat mengejar program inovatif melalui kolaborasi berbagai pihak. 
Namun, banyak pihak dengan visi mengatasi stunting belum terlibat dan cenderung bergerak 
sendiri, menyebabkan upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif, efisien, dan terintegrasi. 
Oleh karena itu wadah aksi konvergensi yang sudah berjalan di hampir semua daerah dapat 
menjadi wadah alternatif dalam pelibatan pentahelix.  Untuk itu diperlukan upaya meliputi 
evaluasi peran pemangku kepentingan, memperluas kerja sama jaringan, mengembangkan 
strategi inovatif dalam pelaksanaan program, dan membangun saluran komunikasi khusus 
mengenai stunting di wilayah kabupaten (Permatasari & Walinegoro, 2023). 
 

5. KESIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian SLR yang dilakukan digunakan 19 artikel tentang 
“Collaborative governance” AND stunting yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 
Artikel dipublikasikan antara tahun 2020-2024. Scope penelitian dari tingkat desa hingga 
tingkat kabupaten. Jumlah penulis artikel antara 1-5 orang.  Berdasarkan telaah 19 artikel 
tersebut diketahui bahwa dinamika dan proses collaborative governance dalam pencegahan 
stunting ada yang sudah berjalan dengan baik namun ada yang belum efektif. Demikian halnya 
dengan model collaborative governance ada yang sudah melibatkan unsur pentahelix 
(ABCGM: Academic, Business, Community, Government, and Media), namun ada yang masih 
didominasi oleh pemerintah. Secara umum pihak non-pemerintah masih perlu didorong dan 
diberi kapasitas agar semakin terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi serta pengambilan keputusan.  

Terkait pelaksanaan aksi konvergensi ada daerah yang sudah melibatkan pentahelix di 
dalam prosesnya dan telah mendapat manfaatnya yaitu penurunan prevalensi stunting. Namun 
demikian ada daerah yang masih mengalami kendala untuk melibatkan sektor non-pemerintah 
sehingga memerlukan kepemimpinan yang dapat melibatkan, menguatkan kapasitas pemangku 
kepentingan non-pemerintah agar dapat lebih berperan dalam aksi konvergensi dalam rangka 
percepatan penurunan stunting.  Untuk mendukung percepatan penurunan stunting di 
Indonesia, diperlukan collaborative governance yang efektif dan efisien. Dinamika dan proses 
collaborative governance diantara semua aktor ABCGM yang baik terbukti menurunkan 
prevalensi stunting di beberapa daerah. Hal ini tentu memerlukan peran kepemimpinan yang 
fasilitatif dan komitmen daerah yang kuat. Untuk itu diperlukan berbagi best practices 
collaborative governance untuk meningkatkan kapasitas daerah lain untuk melakukan 
collaborative governance di daerahnya. Pemerintah pusat perlu mendorong agar semua 
pemerintah daerah secara resmi melibatkan ABCGM dalam aksi konvergensi percepatan 
penurunan stunting. Hal tersebut tentu akan berharap jika aktor non-pemerintah juga proaktif 
untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah serta terlibat dalam forum 
komunikasi percepatan penurunan stunting yang ada.  
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